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n Menghasilkan bukti melalui penelitian berkualitas 
untuk mendukung perumusan kebijakan 
pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk 
sektor swasta, yang berperspektif kesetaraan 
gender dan inklusi sosial terkait isu kemiskinan 
dan ketimpangan, perlindungan sosial, serta 
pembangunan manusia di tingkat nasional dan 
internasional

n Mendukung peningkatan kapasitas Pemerintah 
Pusat dan pemerintah daerah, masyarakat sipil, 
akademisi, mitra pembangunan, dan sektor swasta 
untuk mendorong perumusan kebijakan berbasis 
hasil penelitian

n Mengembangkan dan mendukung diskursus 
kebijakan pemerintah dan nonpemerintah, 
termasuk sektor swasta, yang berbasis hasil 
penelitian

n Memperkaya khazanah pengetahuan tentang 
kemiskinan dan ketimpangan, perlindungan sosial, 
serta pembangunan manusia

. 

Terwujudnya masyarakat 
Indonesia dan dunia yang 
terbebas dari berbagai 
bentuk kemiskinan dan 
ketimpangan melalui 
dukungan penelitian untuk 
pengambilan kebijakan 
berbasis bukti

VISI MISI

The SMERU Research Institute adalah lembaga independen yang 
melakukan penelitian kebijakan publik dan merupakan lembaga 

terdepan dalam penelitian di bidang kemiskinan dan ketimpangan di 
Indonesia. Kami mengkhususkan diri pada isu pembangunan kontemporer 
dengan, antara lain, melakukan analisis kemiskinan, penelitian kebijakan, 
serta pemantauan dan evaluasi kebijakan. Ketiga elemen penghasil 
pengetahuan yang saling berhubungan ini diarahkan untuk mendukung 
perumusan kebijakan berbasis bukti yang dapat memberikan manfaat besar 
bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan di Indonesia. 

TENTANG SMERU
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Sambutan Pembina

Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut 
hingga 2021 memberikan tantangan 
tersendiri bagi The SMERU Research 

Institute untuk tetap memproduksi riset 
sebagai basis penyusunan kebijakan 
promasyarakat miskin. SMERU berupaya 
mengatasi keterbatasan yang dihadapi 
dengan memanfaatkan teknologi dan 
menjaga protokol kesehatan di lingkungan 
lembaga. 

Tantangan akibat pandemi COVID-19 juga 
dihadapi lembaga lain dari berbagai sektor. 
Salah satunya adalah sektor pendidikan. 
Menurut Bank Dunia, per Juni 2021 tercatat 
bahwa secara rata-rata siswa kehilangan 
0,9 tahun dari masa pendidikannya dengan 
penurunan kemampuan membaca sebanyak 
25 poin. Berkurangnya aktivitas dan interaksi 
tatap muka akibat pembatasan sosial, 
kurang meratanya akses internet, serta 
sarana dan prasarana yang tidak memadai 
untuk menunjang pembelajaran jarak jauh 
di berbagai wilayah merupakan beberapa 
faktor penyebab penurunan kemampuan 
siswa (learning loss) di Indonesia. Pembuat 
kebijakan menghadapi tantangan besar 
untuk mengatasi masalah tersebut. 

Berbekal pengalaman penelitian dan 
komunikasi sains selama dua dekade, 
SMERU berupaya memberikan rekomendasi 
kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang 
relevan dengan tantangan yang dihadapi 
semasa pandemi. Selama 2021, Program 
Research on Improving Systems of Education 
(RISE) di Indonesia bekerja sama dengan 
Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia 
(INOVASI) melakukan pemantauan dan 
evaluasi terhadap kebijakan pembelajaran 
jarak jauh yang diberlakukan Pemerintah 
Indonesia. Temuan kami dikomunikasikan 
dalam bentuk publikasi akademis serta 
diseminasi publik secara daring kepada 
pembuat kebijakan di sektor pendidikan 
dan masyarakat umum. Kami berharap agar 
temuan ini dapat menjangkau pembuat 
kebijakan dan para penerima layanan 
pendidikan. 

Pada tahun kedua pandemi, SMERU juga 
bekerja sama dengan berbagai lembaga 
donor untuk meneliti topik lain yang relevan 
dengan kebutuhan pembuat kebijakan 
dalam mengatasi dampak pandemi. Bersama 
Knowledge Sector Initiative (KSI), SMERU 
meneliti topik terkait ketenagakerjaan untuk 
memahami dampak pandemi pada angkatan 
kerja dan angka pengangguran. Kemudian, 
SMERU bersama Monash University dan 
UNDP mengkaji topik mengenai usaha 
mikro, kecil, dan menengah. Bersama GIZ 
dan UNDP, SMERU juga melakukan kajian 
terhadap kebijakan perlindungan sosial 
dan bantuan sosial bagi kelompok rentan. 
Semoga hasil studi kami dapat mendukung 
kebijakan pemerintah yang promasyarakat 
miskin dalam merespons dampak krisis dan 
melakukan pemulihan pascapandemi. 

Saya menyampaikan penghargaan yang 
sebesar-besarnya kepada lembaga donor, 
termasuk yang belum kami sebutkan di atas, 
yang terus mendukung SMERU sebagai 
produsen pengetahuan untuk mendukung 
penyusunan kebijakan berbasis bukti. Selain 
itu, berbagai penelitian tersebut dapat 
berjalan dengan kerja keras dan dukungan 
tim manajemen selama pandemi, serta kerja 
sama antarpemangku kepentingan. Oleh 
karena itu, saya menyampaikan terima kasih 
kepada tim manajemen serta berbagai pihak 
yang terlibat selama ini.

Secara khusus, tahun 2021 merupakan 
tahun yang sangat berat bagi SMERU. Kami 
kehilangan sahabat kami Bapak Ilyas Saad, 
anggota Pengawas Yayasan SMERU yang 
sangat berjasa bagi kemajuan SMERU. Kami 
juga kehilangan staf komunikasi senior, 
Mukti Mulyana, yang karya fotografinya 
telah mewarnai laporan-laporan SMERU. 
Saya pribadi dan selaku Ketua Pembina 
Yayasan SMERU menyampaikan duka cita 
yang mendalam atas berpulangnya sahabat-
sahabat kami. Saya juga menyampaikan rasa 
hormat dan terima kasih banyak atas jasa-
jasa mereka yang tidak ternilai bagi kami. n 

Sudarno Sumarto
KETUA PEMBINA
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Tahun 2021 menandai 20 tahun kiprah 
SMERU dalam dunia penelitian 
kebijakan. Ulang tahun SMERU kali 

ini dirayakan dengan menyelenggarakan 
serangkaian diskusi tentang peran penelitian 
dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti 
serta menerbitkan buku berjudul “20 Tahun 
SMERU: Perjalanan Membangun Indonesia 
melalui Penelitian Kebijakan Promasyarakat 
Miskin”. Berbekal pengalaman selama dua 
dekade, SMERU terus hadir untuk melakukan 
penelitian sebagai basis dalam penyusunan 
kebijakan promasyarakat miskin.

Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut 
hingga 2021 memengaruhi berbagai kegiatan 
SMERU. Dalam rangka merespons situasi 
pandemi yang sangat dinamis, manajemen 
SMERU terus beradaptasi untuk memastikan 
agar kegiatan penelitian dan operasional 
lembaga berjalan dengan lancar. Dengan 
telah tersusunnya protokol untuk melakukan 
penelitian secara aman, SMERU mulai 
melakukan penelitian lapangan dengan 
cara-cara baru serta menerapkan protokol 
kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan tatap 
muka yang tidak bisa dihindari. Seluruh staf 
masih menerapkan sistem kerja dari rumah 
dengan pengaturan khusus untuk pola 
kerja hibrida saat diperlukan. Manajemen 
SMERU juga melakukan pengembangan 
organisasi melalui pengangkatan sekretaris 
lembaga yang baru, peningkatan kapasitas 
staf, peningkatan manajemen sumber 
daya manusia dan tata kerja organisasi, 
serta pengembangan unit bisnis. Pada 
akhir 2021, SMERU meluncurkan SMERU 
Learning Centre (SMERU-LC) sebagai sarana 
untuk berkontribusi terhadap peningkatan 
literasi penelitian (research literacy) secara 
berkelanjutan.

Meskipun menghadapi berbagai 
tantangan sepanjang 2021, kami berhasil 
mengerjakan sekitar 50 proyek penelitian 
dan nonpenelitian, termasuk 24 studi 

lanjutan terkait dampak sosial-ekonomi 
pandemi COVID-19. Dengan mekanisme 
daring, SMERU terus mendiseminasikan 
hasil-hasil penelitian melalui Forum Kajian 
Pembangunan (FKP) serta forum-forum 
diskusi lain. Melalui kerja sama dengan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam 
Forum Pembangunan Daerah (FPD), 
SMERU menyelenggarakan diskusi 
kebijakan percepatan pengurangan 
kemiskinan dengan 15 pemerintah 
kabupaten yang wilayahnya menjadi 
fokus kemiskinan di Jawa Timur. SMERU 
juga bekerja sama dengan Universitas 
Trunojoyo Madura menyelenggarakan 
seminar nasional bertema “Dinamika dan 
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di 
Jawa Timur di Masa dan Pascapandemi 
COVID-19”.  SMERU juga terus bekerja sama 
dan berjejaring dengan berbagai lembaga 
pendanaan internasional dan nasional, sektor 
swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan 
para akademisi. 

Pada 2021, SMERU kehilangan Bapak Ilyas 
Saad (anggota Pengawas Yayasan SMERU) 
dan Mukti Mulyana (staf komunikasi senior) 
yang berpulang mendahului kami. Kami 
menyampaikan duka cita yang mendalam 
kepada keluarga yang ditinggalkan serta 
penghargaan setinggi-tingginya atas 
kontribusi dan kerja keras mereka untuk 
SMERU.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih 
atas kontribusi dan semangat seluruh staf 
serta para mitra kami yang terus bekerja 
bersama di tengah tantangan yang muncul 
akibat pandemi. Kami meyakini bahwa kerja 
sama kita semua dapat memberi sumbangan 
bagi terwujudnya kebijakan publik dan 
privat yang mendukung upaya pengurangan 
kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia 
dan dunia. n  

Widjajanti Isdijoso
DIREKTUR

Sambutan Manajemen
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PENASIHAT
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Prof. James J. Fox     
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Salah satu kiat meningkatkan keterlibatan orang tua 
dalam pendidikan anak adalah dengan pemberian 
informasi secara rutin mengenai perkembangan belajar 
siswa serta berkolaborasi dengan guru dan orang tua 
lainnya dalam mendukung kegiatan belajar anak di 
rumah.

[Lokasi: Jakarta, Indonesia]

Kredit foto: Novita Eka Syaputri/SMERU
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Belajar dari Pandemi COVID-19

Pandemi yang telah berjalan selama satu 
setengah tahun terakhir memberikan 
tantangan besar bagi sistem pendidikan di 
Indonesia. Ada banyak sekali perubahan dan 
penyesuaian yang dilakukan secara cepat 
baik oleh Pemerintah Pusat, pemerintah 
daerah, maupun sekolah. Studi yang dilakukan 
SMERU bersama Program Inovasi untuk Anak 
Sekolah Indonesia (INOVASI) menemukan 
bahwa rendahnya kualitas sumber daya 
manusia di tingkat pemerintah daerah dan 
sekolah menjadi kendala bagi mereka untuk 
menerjemahkan instruksi dan arahan dari 
Pemerintah Pusat ke dalam kebijakan daerah 
dan sekolah yang sesuai dengan konteks, 
praktis, dan dapat memandu pelaksana 
di lapangan untuk menerapkannya. Hal 
ini menyebabkan pihak sekolah, terutama 
kepala sekolah, lebih berfokus pada aspek 
fisik daripada masalah pembelajaran. 
Menurut responden guru dalam studi 
praktik kepemimpinan kepala sekolah yang 
dilakukan SMERU bersama Program Inisiatif 
Kepemimpinan Pendidikan untuk Raih Prestasi 
(INSPIRASI), hampir tidak ada inisiatif kepala 
sekolah yang memberi manfaat langsung 
bagi peningkatan kompetensi mengajar guru 
ataupun kualitas pembelajaran di tengah 
pandemi.

Studi-studi pendidikan yang dilakukan 
SMERU menyoroti dampak positif peran aktif 
masyarakat dan orang tua pada pendidikan 
di Indonesia. Bekerja sama dengan Program 
INOVASI, kami mengidentifikasi beberapa 
daerah dengan kebijakan yang lebih praktis, 
sesuai dengan konteks, dan dapat dijalankan 
oleh pihak sekolah. Daerah-daerah tersebut 
melibatkan organisasi guru dan masyarakat 
dalam perumusan kebijakannya. Pentingnya 

peran masyarakat juga terlihat dari hasil 
studi Program Research on Improving 
Systems of Education (RISE) di Indonesia. 
Kami menemukan peningkatan kemampuan 
pembelajaran siswa selama pandemi 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
kondisi sebelum pandemi. Hal ini terjadi di 
Kota Bukittinggi yang merupakan daerah 
urban dengan partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak yang sangat tinggi, bahkan 
sejak sebelum pandemi. 

Apa yang Bisa Kita Lakukan 
untuk Meningkatkan Partisipasi 
Orang Tua dan Masyarakat 
dalam Pendidikan? 

Sebuah eksperimen yang secara khusus 
dilakukan SMERU di Kabupaten Kebumen 
selama 2020–2021 melalui Program RISE di 
Indonesia menemukan kiat-kiat efektif untuk 
meningkatkan keterlibatan orang tua dalam 
pendidikan anak. Pemberian informasi secara 
rutin mengenai perkembangan belajar siswa 
serta kiat-kiat pendampingan orang tua 
secara signifikan meningkatkan partisipasi 
orang tua dalam pendidikan. Orang tua juga 
lebih terdorong untuk berkolaborasi dengan 
guru dan orang tua lainnya dalam mendukung 
kegiatan belajar anak di rumah. 

Pada 2021, penelitian kami memberikan 
banyak pelajaran yang dapat dipetik 
mengenai peran pemerintah daerah, sekolah, 
dan masyarakat dalam meningkatkan atau 
menurunkan kualitas pendidikan. Dalam 
beberapa tahun ke depan, SMERU berencana 
melakukan penelitian untuk menemukan 
solusi bagi pemulihan dan peningkatan 
kualitas pendidikan di Indonesia. n

Peran Orang Tua dan Masyarakat 
dalam Mendorong Pemulihan 
Kualitas Pendidikan

SOROTAN PENELITIAN

Kegiatan Utama
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Pembatasan mobilitas masyarakat berdampak 
signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan 
pengangguran meski dampak tersebut berkurang 
seiring berjalannya waktu. Besaran dampak tersebut 
pun berbeda antarprovinsi. Bagi para pekerja, 
pembatasan mobilitas dapat mengurangi jam kerja dan 
gaji yang mereka terima.

[Lokasi: Cimahi, Indonesia]

Kredit foto: Harits Kamaaluddin/SMERU
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Tahun 2021 merupakan tahun dimulainya 
pemulihan perekonomian Indonesia 
akibat dampak pandemi COVID-19. 

Proses pemulihan ini perlu didukung dengan 
infrastruktur, termasuk Informasi Pasar Kerja 
(IPK), yang baik. SMERU kembali mendalami 
dinamika pasar kerja di Indonesia pada masa 
pandemi COVID-19 dengan dukungan dari 
Knowledge Sector Initiative (KSI). 

Studi SMERU menemukan bahwa 
pembatasan mobilitas masyarakat berdampak 
signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan 
pengangguran meski dampak tersebut 
berkurang seiring berjalannya waktu. Besaran 
dampak tersebut pun berbeda antarprovinsi. 
Sebagai contoh, Provinsi Bali–daerah yang 
mengandalkan pariwisata sebagai sumber 
ekonomi utama–mengalami dampak paling 
parah dalam jangka pendek jika dibandingkan 
dengan provinsi lainnya. Bagi para pekerja, 
pembatasan mobilitas dapat mengurangi jam 
kerja dan gaji yang mereka terima. 

Pada studi lain, kami mengamati situasi tenaga 
kerja yang baru lulus sekolah/perguruan 
tinggi. Studi tersebut menemukan bahwa 
tenaga kerja yang lulus pada masa pandemi 
pada umumnya memerlukan waktu yang 
lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan. 
Ditambah lagi, lulusan tingkat pendidikan 
yang lebih tinggi–SMA dan perguruan 
tinggi–memerlukan waktu lebih lama untuk 
mendapatkan pekerjaan daripada lulusan 
SMP. Sebelum pandemi, perbedaan dalam 
waktu pencarian kerja antarlulusan tidak 
signifikan.

Internet berperan dalam membantu pencari 
kerja untuk mengakses IPK dengan lebih 
mudah sehingga durasi pencarian kerja bisa 
lebih singkat. Namun, salah satu studi kami 
menemukan bahwa berbagai aktor belum 
siap dalam memanfaatkan IPK daring. Di 
satu sisi, baik akses maupun pengetahuan 
pencari kerja dalam menggunakan internet 
masih terbatas sehingga pencarian kerja 
secara luring masih menjadi opsi utama bagi 
mereka. Di sisi lain, pemberi kerja juga lebih 
memilih untuk menggunakan jalur luring 
karena adanya sistem perekrutan yang sudah 
matang, seperti kerja sama dengan sekolah 
menengah kejuruan (SMK). Pemerintah Pusat 
berkomitmen dalam mengembangkan IPK 
daring dengan, misalnya, membuat platform 
Karirhub-Sisnaker. Akan tetapi, platform 
tersebut tidak terintegrasi dengan platform 
milik pemerintah daerah ataupun pihak 
swasta.

Ketika pandemi sudah terkendali, hal yang 
perlu menjadi perhatian utama adalah 
bagaimana pencari kerja bisa mendapatkan 
informasi tentang pekerjaan dengan lengkap 
dan cepat. IPK daring merupakan salah 
satu solusi dalam upaya pemulihan kondisi 
ketenagakerjaan yang lebih cepat walaupun 
masih ada banyak pencari kerja yang belum 
bisa mengaksesnya secara penuh. Hal ini 
bisa diatasi dengan memperkenalkan IPK 
daring sejak dini, menyediakan infrastruktur 
internet yang baik bagi pencari kerja, 
serta mengintegrasikan platform IPK milik 
pemerintah dan pihak swasta. Selain 
menyediakan akses terhadap IPK, pemerintah 
juga perlu melengkapi Program Kartu Prakerja 
dengan kegiatan pendampingan bagi peserta 
hingga mereka mendapatkan pekerjaan. n

Penguatan Informasi Pasar Kerja 
untuk Pemulihan Ekonomi yang 
Lebih Cepat

Kegiatan Utama
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Pandemi COVID-19 berdampak negatif pada kondisi 
sosial-ekonomi masyarakat dan memunculkan 
kelompok masyarakat miskin dan rentan baru. 
Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan 
penghasilan sehingga tingkat kesejahteraan mereka 
menurun. Akses warga lansia terhadap layanan 
kesehatan dan kegiatan sosial pun menjadi terbatas.

[Lokasi: Badung, Indonesia]

Kredit foto: Mira/SMERU
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Kegiatan Utama

Intensitas pandemi COVID-19 mengalami 
peningkatan pada 2021 dan menyebabkan 
lebih banyak orang mengalami dampak 

sosial-ekonomi. Untuk memitigasi dampak 
pandemi tersebut, Pemerintah Indonesia 
menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas 
masyarakat dan menyelenggarakan berbagai 
program perlindungan sosial secara masif. 
Oleh karena itu, pada 2021 SMERU kembali 
melakukan studi terkait dampak pandemi 
COVID-19 dan pelaksanaan program 
perlindungan sosial. 

Melalui kerja sama dengan UNICEF, UNDP, 
Program Kemitraan Indonesia Australia untuk 
Perekonomian (Prospera), Knowledge Sector 
Initiative (KSI), Program MAHKOTA, dan 
TNP2K, SMERU melakukan berbagai studi 
untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 
dan berbagai program bantuan sosial (bansos) 
pada masyarakat miskin dan rentan, termasuk 
warga lansia. Studi-studi tersebut menemukan 
bahwa pandemi COVID-19 berdampak negatif 
pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat 
dan memunculkan kelompok masyarakat 
miskin dan rentan baru. Ada banyak orang 
yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan 
sehingga tingkat kesejahteraan mereka 
menurun. Anak-anak juga kehilangan 
kesempatan untuk mendapatkan pendidikan 
dan layanan kesehatan yang layak. Akses 
warga lansia terhadap layanan kesehatan dan 
kegiatan sosial pun menjadi terbatas.

Studi SMERU tersebut juga menemukan bahwa 
program bansos membantu masyarakat miskin 
dan rentan dalam meningkatkan pendapatan 
dan mengurangi pengeluaran mereka. 
Banyaknya bansos selama pandemi telah 
meningkatkan jumlah masyarakat miskin dan 
rentan penerima bantuan. Beberapa aspek 
pelaksanaan program bansos pun membaik. 

Namun, program bansos belum menjangkau 
semua orang yang membutuhkan dan masih 
belum tepat sasaran. Ada warga miskin dan 
rentan serta terdampak pandemi yang tidak 
menjadi penerima bantuan, sementara ada 
warga mampu yang justru menerima bantuan. 
Masalah lainnya adalah ketaksesuaian bantuan 
dengan ketentuan serta masalah penyaluran. 
Sementara itu, studi SMERU juga menemukan 
bahwa program bansos bagi warga lansia 
masih sangat terbatas. Bahkan, warga lansia 
di beberapa wilayah studi tidak lagi menerima 
bansos khusus lansia dari pemerintah daerah 
akibat kebijakan pemfokusan ulang anggaran 
untuk memitigasi dampak pandemi. 

Kami juga menemukan bahwa salah satu 
penyebab permasalahan pelaksanaan 
program bansos adalah Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak 
mutakhir dan valid. Hal tersebut diperkuat 
oleh temuan studi selanjutnya bahwa 
pemutakhiran DTKS belum dilakukan secara 
berkala oleh daerah dan kualitasnya masih 
bervariasi antardaerah. 

Seluruh temuan studi dan rekomendasi 
kebijakan telah disampaikan kepada 
beberapa pihak. Di tingkat pusat, SMERU 
secara intensif menjalin komunikasi dengan 
Kementerian Keuangan, Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB), serta 
Kementerian Koordinator Maritim dan 
Investasi. Di tingkat daerah, SMERU terlibat 
dalam rapat koordinasi dan penyusunan 
rancangan besar (grand design) pengelolaan 
data kesejahteraan sosial Provinsi DKI Jakarta. 
Pelajaran yang bisa dipetik dari studi-studi 
tersebut adalah perlunya pelibatan pembuat 
kebijakan terkait dalam perancangan studi 
serta penyampaian hasil studi sesegera 
mungkin agar hasil studi dapat lebih 
bermanfaat. n

Pandemi COVID-19 dan 
Perlindungan Sosial bagi 
Masyarakat Miskin dan Rentan
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Proses digitalisasi bagi pelaku UMKM masih 
terhambat karena kurangnya keterampilan 
digital, khususnya di kalangan perempuan dan 
pemuda, serta ada hambatan dalam memperoleh 
peningkatan akses pengetahuan dan informasi baru.

[Lokasi:  Deli Serdang, Indonesia]

Kredit foto: Ana Tamyis/SMERU
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Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 
merupakan sumber penghidupan 
yang menjadi tumpuan masyarakat 

Indonesia. Berdasarkan data Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM) dan Badan Pusat Statistik, pada 2019 
jumlah UMKM mencapai 99% dari jumlah 
usaha yang ada dan menyerap hingga 97% 
tenaga kerja di Indonesia. Namun, UMKM 
pada umumnya memiliki keterbatasan pada 
sumber daya manusia, akses permodalan, dan 
pengelolaan usaha. Keterbatasan tersebut 
diperparah oleh pandemi COVID-19 yang 
sejak awal 2020 telah membatasi kegiatan 
masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Studi 
SMERU telah mengidentifikasi berbagai 
dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM. 
Salah satunya adalah penurunan pendapatan 
pelaku UMKM sebagai akibat menurunnya 
pendapatan masyarakat secara keseluruhan 
dan terbatasnya kegiatan masyarakat.

Kendati ada keterbatasan tersebut, pandemi 
COVID-19 merupakan momentum bagi pelaku 
UMKM untuk memanfaatkan internet sebagai 
strategi bertahan dan mengembangkan 
usaha. Untuk mewujudkan dua strategi 
tersebut, pelaku UMKM “dipaksa” untuk 
menggunakan internet, baik sebagai sarana 
promosi maupun pemasaran, salah satunya 
dengan memanfaatkan platform e-commerce 
(perdagangan elektronik). Berbarengan 
dengan pemanfaatan internet, ada beberapa 
pelaku UMKM yang beralih ke jenis usaha yang 
lebih menguntungkan dan dapat bertahan 
selama pandemi. Ada pula pelaku UMKM yang 
mengurangi biaya operasional, mengubah fokus 
kegiatan usaha, mengurangi jumlah karyawan, 
dan bahkan menjual aset.

Meski demikian, pelaku UMKM mengalami 
sejumlah kendala. Pertama, proses digitalisasi 
bagi pelaku UMKM masih terhambat karena 
kurangnya keterampilan digital, khususnya di 
kalangan perempuan dan pemuda, serta ada 
hambatan dalam memperoleh peningkatan 
akses pengetahuan dan informasi baru. 
Kurangnya keterampilan digital tersebut 

tecermin dari, antara lain, kecenderungan 
perempuan pelaku UMKM untuk menggunakan 
platform sederhana seperti aplikasi WhatsApp 
dalam memasarkan produknya; sebaliknya, 
laki-laki pelaku UMKM menggunakan platform 
yang lebih bervariasi dan canggih. Kedua, 
dalam upaya mengembangkan UMKM-nya, 
pelaku usaha terkendala terbatasnya modal 
dan sulitnya akses terhadap sumber-sumber 
pembiayaan, serta rendahnya keterampilan 
berusaha. Distribusi lembaga pembiayaan 
memanglah tidak merata; misalnya, hanya 
satu dari lima lembaga pembiayaan berada 
di wilayah timur Indonesia. Selain itu, 
risiko pembayaran yang harus ditanggung 
perempuan pelaku UMKM terlalu tinggi. Para 
pengusaha muda pun merasa ragu untuk 
meminjam modal ke lembaga pembiayaan 
formal dengan pertimbangan rendahnya 
kemampuan mereka untuk mengembalikan 
pinjaman. Begitu pula sebaliknya, lembaga 
pembiayaan menilai bahwa pengusaha muda 
yang baru memulai usaha dengan aset dan 
pengetahuan yang rendah memiliki risiko 
usaha yang tinggi.

Agar pelaku UMKM dapat bertahan dan 
mengembangkan usahanya pada masa 
pandemi, pemerintah, baik pusat maupun 
daerah, perlu bekerja sama dengan sektor 
swasta untuk memperkuat ekosistem 
kewirausahaan dengan mengatasi kendala 
utama. Hal pertama yang dapat dilakukan 
adalah dengan memberikan pelatihan, 
terutama pelatihan digital bagi pelaku 
UMKM, khususnya perempuan dan pemuda. 
Pemanfaatan internet oleh pelaku UMKM pun 
perlu lebih optimal, terutama penggunaan 
surel dan media sosial, guna meningkatkan 
akses pengetahuan dan informasi baru. 
Kedua adalah memberikan bantuan modal 
kepada pelaku UMKM. Beberapa program 
bantuan pemerintah, seperti Program Bantuan 
Penciptaan Wirausaha Baru, sebenarnya telah 
berhasil mengatasi masalah tersebut. Namun, 
hal tersebut perlu diperkuat dengan membuka 
dan memperluas akses pasar bagi produk/jasa 
UMKM. n

Peran Program Pemerintah dan 
Ekosistem Kewirausahaan dalam 
Pengembangan UMKM
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Selama pandemi, ada peluang-peluang baru 
yang dapat diambil oleh pemerintah untuk 
meningkatkan layanan gizi dan KIA. Contohnya 
adalah pemantauan kehamilan dan pelaksanaan 
kelas ibu hamil secara daring/melalui telepon, 
serta optimalisasi peran kader kesehatan dalam 
pemantauan KIA.

[Lokasi: Tasikmalaya, Indonesia]

Kredit foto: Ridho Al Izzati/SMERU
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Sejak awal 2020 hingga 2021, kemampuan 
Pemerintah Indonesia dalam menghadapi 
situasi darurat diuji dengan adanya 

pandemi COVID-19. Ketaksiapan pemerintah 
menyebabkan terganggunya layanan di 
berbagai fasilitas kesehatan, tingginya 
penularan COVID-19, serta banyaknya kematian 
akibat COVID-19. Meskipun demikian, pandemi 
COVID-19 memberikan peluang bagi penguatan 
berbagai sektor di bidang kesehatan. Pada 
2021, melalui kerja sama dengan berbagai 
pihak, SMERU melakukan beberapa kajian guna 
mendukung penguatan layanan dan program 
kesehatan baik selama maupun setelah 
pandemi. 

Kajian pertama merupakan evaluasi terhadap 
layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak 
(KIA) selama pandemi. Kajian ini krusial untuk 
memastikan bahwa setiap ibu dan anak tetap 
mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai 
dengan standar. Penelitian ini dilakukan di 
tiga kabupaten dengan dukungan Knowledge 
Sector Initiative (KSI). Kami menemukan 
penurunan pada indikator layanan KIA selama 
pandemi yang dipengaruhi oleh berbagai 
faktor. Namun, kami juga menemukan 
peluang-peluang baru yang dapat diambil 
oleh pemerintah untuk meningkatkan 
layanan gizi dan KIA. Contohnya adalah 
pemantauan kehamilan dan pelaksanaan 
kelas ibu hamil secara daring/melalui telepon, 
serta optimalisasi peran kader kesehatan 
dalam pemantauan KIA. Meski belum 
sempurna, program-program tersebut dapat 
dikembangkan guna meningkatkan layanan gizi 
dan KIA khususnya di wilayah terpencil.

Kajian kedua mengevaluasi program 
bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) dengan menggunakan data terkini 
(2011–2020). Kami menemukan dampak 
positif yang dirasakan masyarakat miskin, 
seperti peningkatan akses mereka terhadap 
layanan kesehatan dan penurunan biaya 

kesehatan. Namun, masih perlu dilakukan 
upaya menyelesaikan berbagai permasalahan 
struktural untuk memperkuat program 
tersebut pada masa depan. Permasalahan 
yang kami temukan adalah, antara lain, 
kurangnya pengetahuan masyarakat 
mengenai kepesertaan program bantuan iuran 
JKN, terbatasnya jumlah fasilitas kesehatan 
yang bermitra dengan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di wilayah 
terpencil, dan kurangnya kapasitas daerah 
untuk merencanakan kebutuhan obat bagi 
masyarakat. 

Kajian terakhir berkaitan dengan pemenuhan 
kebutuhan akan data di tingkat desa untuk 
ketepatan sasaran program penurunan 
prevalensi kondisi pendek (stunting). SMERU 
bekerja sama dengan Tanoto Foundation 
dan Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan (Balitbangkes) melakukan uji coba 
penggunaan Data Integrasi Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas)-Survei Sosial-Ekonomi 
Nasional (Susenas) 2018 dengan metode 
estimasi wilayah kecil (small area estimation) 
untuk memprediksi prevalensi stunting, kondisi 
kurus (wasting), dan kondisi kekurangan 
gizi (underweight) di tingkat kecamatan dan 
desa. Hasilnya menunjukkan bahwa data dan 
metode ini berpotensi untuk digunakan guna 
memprediksi prevalensi status gizi di tingkat 
desa. Balitbangkes bersama Badan Pusat 
Statistik mengadopsi metode serupa untuk 
memprediksi prevalensi stunting, wasting, dan 
underweight di tingkat kabupaten pada 2021. 

Berdasarkan hasil kajian-kajian tersebut, 
SMERU berkomitmen untuk terus 
meningkatkan jumlah dan kualitas kajian 
kesehatan dengan membuka peluang 
kolaborasi lebih luas. Hal ini dilakukan untuk 
mendukung upaya penguatan layanan 
kesehatan di Indonesia saat ini dan pada masa 
depan. n

Pelajaran yang Dipetik dari 
Pandemi untuk Memperkuat 
Layanan dan Program Kesehatan 
di Indonesia 
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SOROTAN NONPENELITIAN

Peluncuran Buku 20 Tahun SMERU
Dalam rangka memperingati 20 tahun perjalanannya, SMERU–dengan dukungan 
Knowledge Sector Initiative-Department of Foreign Affairs and Trade (KSI-DFAT)–
menerbitkan buku 20 Tahun SMERU: Perjalanan Membangun Indonesia melalui 
Penelitian Kebijakan Promasyarakat Miskin. Buku ini menapaktilasi 20 tahun 
sejarah SMERU dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti yang 
promasyarakat miskin di Indonesia. Buku ini merupakan dokumen penting untuk 
dipersembahkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan kepada 
SMERU selama dua dasawarsa terakhir. Peluncuran buku 20 Tahun SMERU ini 
disertai rangkaian lokakarya dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti 
pemerintah, lembaga penelitian lain, organisasi nonpemerintah (ornop), dan 
kaum muda. Buku ini diharapkan menjadi penyemangat bagi generasi penerus 
dan peneliti muda di seluruh tanah air untuk mengenal profesi peneliti dan kerja 
lembaga penelitian.

Forum Pembangunan Daerah 2021: “Akselerasi Penurunan 
Tingkat Kemiskinan Jawa Timur: Menyusun Strategi Pengentasan 
Kemiskinan di Masa dan Paska Pandemi COVID-19”
SMERU–dengan dukungan KSI-DFAT–menjalin kerja sama dengan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan Forum Pembangunan Daerah (FPD) 
dengan tema “Akselerasi Penurunan Tingkat Kemiskinan Jawa Timur: Menyusun 
Strategi Pengentasan Kemiskinan di Masa dan Paska Pandemi COVID-19.” FPD 
dikemas dengan konsep “war room”, yaitu  SMERU berdialog intensif dengan 
pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten 
untuk merumuskan strategi penanggulanan kemiskinan di 15 kabupaten yang 
merupakan lokus kemiskinan di Jawa Timur. Rangkaian diskusi kebijakan FPD 
berfokus pada tiga isu, yaitu pembangunan perdesaan, pembaruan Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan pengembangan perlindungan sosial untuk 
penduduk lansia. Hasil FPD diwujudkan dalam bentuk catatan kebijakan sebagai 
masukan untuk menajamkan strategi penanggulangan kemiskinan dan penurunan 
ketimpangan, khususnya di 15 kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi 
di Jawa Timur, yaitu Bangkalan, Sumenep, Sampang, Pamekasan, Probolinggo, 
Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Jember, Pasuruan, Tuban, Lamongan, 
Bojonegoro, Kediri, dan Malang. 
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Seminar Nasional “Dinamika dan Strategi Penanggulangan 
Kemiskinan di Jawa Timur di Masa dan Pascapandemi 
COVID-19”
Pada periode Juni–Juli 2021, SMERU dan Universitas Trunojoyo Madura 
(UTM)–dengan dukungan KSI-DFAT–menyelenggarakan penerimaan makalah 
(call for papers) dengan tema “Dinamika dan Strategi Penanggulangan 
Kemiskinan di Jawa Timur di Masa dan Pascapandemi COVID-19.” Dari proses 
seleksi dan pengumpulan makalah lengkap, sebanyak 17 makalah lolos untuk 
dipaparkan dalam acara seminar nasional pada Agustus 2021. Hasil seminar 
nasional ini diharapkan dapat digunakan untuk mendukung Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, 
serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan 
kualitas kebijakan publik dalam merancang dan melaksanakan upaya 
penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Timur.

Forum Kajian Pembangunan: “Tahun Kedua Pandemi 
COVID-19: Pelajaran Apa yang Kita Dapat?”
SMERU–dengan dukungan KSI-DFAT–menjadi tuan rumah Forum Kajian 
Pembangunan (FKP) pada Oktober 2021. Rangkaian webinar diselenggarakan 
untuk mendiseminasikan tujuh studi tentang dampak pandemi COVID-19 pada 
kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya terkait kemiskinan 
dan pembangunan manusia. Rangkaian webinar ini bertema “Tahun Kedua 
Pandemi COVID-19: Pelajaran Apa yang Kita Dapat?”. Sumbangan pemikiran 
dan pengetahuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan 
bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan 
strategi untuk merespons pandemi COVID-19 di Indonesia.

SMERU Menjadi Tuan Rumah Task Force 5-Think20 
Menjelang pergantian presidensi G20 dari Italia ke Indonesia, SMERU 
mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Task Force 5 (TF5) 
Think20 (T20) dengan fokus pada topik ketimpangan, sumber daya manusia, 
dan kesejahteraan. Asep Suryahadi dari SMERU merupakan lead co-chair 
(pemimpin para ketua bersama) TF5-T20 dan bekerja sama dengan lima 
co-chair lainnya dari George Washington University, ADBI, Asa Kreativa, 
TNP2K, dan CIPPEC Argentina. SMERU akan memimpin pengembangan 17 
catatan kebijakan yang disusun oleh penulis dari berbagai belahan dunia; 
merumuskan catatan kebijakan terpadu tentang ketaksetaraan, sumber daya 
manusia, dan kesejahteraan untuk T20 dan G20; dan menyelenggarakan 
acara sampingan pada 2022. Klik tautan berikut untuk informasi lebih lanjut 
tentang TF5-T20: https://www.t20indonesia.org/tf5/.

Peluncuran SMERU Learning Centre
SMERU–dengan dukungan KSI-DFAT–menginisiasi pengembangan SMERU 
Learning Centre. SMERU Learning Centre merupakan platform untuk 
meningkatkan kompetensi dan kapasitas para analis dan peneliti kebijakan; 
aparatur sipil negara (ASN), baik di tingkat pusat maupun daerah; dosen; 
mahasiswa; ornop; sektor swasta; dan publik dalam melakukan kajian 
ataupun analisis kebijakan publik, khususnya terkait penanggulangan 
kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat 
secara umum. Klik tautan berikut untuk informasi lebih lanjut tentang SMERU 
Learning Centre: https://slclab.id/.
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https://smeru.or.id/en/nutritionmap
https://povertymap.smeru.or.id/
https://inklusif.bappenas.go.id/indeks
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https://smeru.or.id/en/content/ngo-database
https://smeru.or.id/en/resources/regional-database
https://rise.smeru.or.id/
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SMERU di Internet
Pada 2021, SMERU masih melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitiannya secara 
daring. Dengan cara daring, diseminasi hasil penelitian dapat menjangkau masyarakat 
lebih luas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Video rekaman acara diseminasi 
juga dapat ditonton ulang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan makin pesatnya 
perkembangan konten video di Indonesia, Bidang Komunikasi berupaya menghasilkan 
video pendek yang merangkum keseluruhan acara webinar. Video pendek ini merupakan 
alternatif bagi masyarakat yang tidak mempunyai banyak waktu untuk menyaksikan video 
webinar yang berdurasi rata-rata hingga tiga jam.
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Keterlibatan dalam
Proses Kebijakan Tingkat Pusat

Respons terhadap Pandemi 
COVID-19 

Tingkat Daerah

n	SMERU memberikan masukan kepada Manajemen 
Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja mengenai 
pendampingan UMKM pada masa pandemi COVID-19.
n	SMERU memberikan masukan kepada Pemerintah 
Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul 
mengenai upaya mendorong transformasi digital 
UMKM.

n	Berdasarkan studi tentang perlindungan pekerja 
selama dan setelah pandemi COVID-19, SMERU 
memberikan masukan kepada Kementerian 
Ketenagakerjaan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(APINDO) mengenai perbaikan sistem informasi 
ketenagakerjaan. 
n	SMERU memberikan masukan kepada Kementerian 
PPN/Bappenas dan Kementerian Ketenagakerjaan 
terkait peningkatan kerentanan tenaga kerja muda 
(lulusan baru) selama pandemi COVID-19 dan upaya 
mitigasinya. 
n	SMERU memaparkan hasil studi terkait dampak 
pandemi COVID-19 pada kesempatan kerja di berbagai 
sektor kepada Kementerian PPN/Bappenas.

n	Berdasarkan studi di sepuluh kabupaten/
kota yang didukung INOVASI-DFAT, SMERU 
memberikan masukan kepada Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) mengenai kesiapan sekolah 
untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

n	SMERU memberikan masukan kepada Staf Khusus 
Presiden Bidang Perekonomian mengenai transformasi 
ekonomi pascapandemi COVID-19. 
n	SMERU memberikan masukan kepada Staf Khusus 
Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal, Kementerian 
Keuangan, mengenai upaya meminimalkan dampak 
pembatasan aktivitas masyarakat, serta memberikan 
saran terkait provinsi dan kabupaten yang perlu 
mendapatkan prioritas dalam upaya meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi.
n	SMERU mempresentasikan hasil kajian cepat 
mengenai dampak pandemi COVID-19 di wilayah 
pascabencana kepada Pemerintah Provinsi NTB dan 
Sulawesi Tengah.
n	SMERU mempresentasikan hasil penelitian 
mengenai dampak pandemi COVID-19 pada kondisi 
perekonomian, ketenagakerjaan, dan kemiskinan 
di Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur.

n	Berdasarkan hasil pemantauan di tiga kabupaten, 
SMERU memberikan masukan kepada Kementerian 
PPN/Bappenas dan Kementerian Kesehatan mengenai 
upaya menjaga kelangsungan layanan gizi serta 
mengantisipasi penurunan layanan kesehatan selama 
pandemi COVID-19. 
n	SMERU memberikan masukan kepada pemerintah 
daerah di tiga kabupaten (Sidoarjo, Gowa, dan 
Manggarai Barat) mengenai upaya memperbaiki 
layanan puskesmas selama pandemi COVID-19, 
khususnya dalam hal layanan gizi, serta upaya 
mengantisipasi penurunan layanan kesehatan. 

n	Berdasarkan hasil studi tentang resiliensi 
masyarakat, SMERU memberikan masukan kepada 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
mengenai upaya meningkatkan ketangguhan sosial-
budaya masyarakat rentan dalam menghadapi 
pandemi COVID-19.

n	Berdasarkan hasil Kajian Dampak Sosial-Ekonomi 
COVID-19 pada Rumah Tangga di Indonesia, SMERU 
menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 
mengenai pentingnya memberikan bantuan sosial 
kepada para pekerja yang terdampak PPKM Darurat 
dalam bentuk bantuan subsidi upah untuk pekerja 
yang terkena PHK. 
n	Berdasarkan hasil studi yang sama (Dampak Sosial-
Ekonomi COVID-19 pada Rumah Tangga di Indonesia), 
SMERU memberikan masukan kepada Badan 
Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, mengenai 
dampak COVID-19 pada kesejahteraan masyarakat 
dan efektivitas bantuan sosial selama pandemi.
n	Berdasarkan hasil kajian cepat pelaksanaan 
bantuan sosial selama PPKM Darurat, SMERU 
memberikan masukan kepada Kementerian 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 
mengenai upaya meningkatkan efektivitas bantuan 
sosial.
n	SMERU melakukan diskusi intensif dengan 
pemerintah daerah di DKI Jakarta, Kabupaten 
Bojonegoro, Kota Kupang, Kabupaten Lombok Timur, 
Kabupaten Maros, dan Kota Probolinggo mengenai 
pengelolaan DTKS selama pandemi COVID-19.
n	SMERU memberikan masukan kepada Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta mengenai upaya mengoptimalkan 
pengelolaan DTKS.

USAHA MIKRO, KECIL, & MENENGAH 
(UMKM)

KETENAGAKERJAAN

PENDIDIKAN

EKONOMI

KESEHATAN IBU & ANAK

RESILIENSI/KETAHANAN MASYARAKAT

PERLINDUNGAN SOSIAL
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Kegiatan Utama

Umum (Bukan Respons 
terhadap Pandemi COVID-19)

n	Dalam Forum Pembangunan Daerah, SMERU 
melakukan diskusi intensif dengan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur dan pemerintah daerah 15 
kabupaten yang menjadi kantong kemiskinan di 
Jawa Timur, serta memberikan saran kebijakan 
terkait pembangunan perdesaan dan penargetan 
bantuan sosial untuk percepatan pengurangan 
kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
n	SMERU membantu Pemerintah Kabupaten 
Situbondo dalam penyusunan Rencana 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2022–2026. 
n	SMERU membantu PT Riau Andalan Pulp 
and Paper merancang sistem pemantauan dan 
evaluasi untuk mencapai Target Kemajuan Inklusif 
APRIL2030, khususnya terkait kemiskinan dan 
stunting.

n	Berdasarkan hasil diskusi, wawancara, dan kajian 
literatur, SMERU memberikan masukan mengenai 
kebijakan transisi kelompok kerja bidang perumahan 
dan permukiman kepada Kementerian PPN/Bappenas.

n	SMERU menyampaikan strategi pelaksanaan dan 
pemanfaatan hasil evaluasi dan penelitian terkait PKH 
untuk perbaikan kebijakan dalam pertemuan Dinas 
Sosial tingkat provinsi di seluruh Indonesia. 
n	SMERU menyampaikan tantangan dalam 
pelaksanaan program perlindungan sosial serta 
kompleksitas implementasinya di lapangan dalam 
pelatihan yang diselenggarakan Ditjen Anggaran, 
Kementerian Keuangan. 

n	SMERU membantu Kementerian PPN/Bappenas 
menyusun Dokumen Strategi Nasional Kewirausahaan 
Pemuda, serta memberikan masukan dalam proses 
penyusunan Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang 
Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 
2021–2024. 

n	SMERU membantu Kementerian PPN/Bappenas 
menganalisis kemajuan pencapaian dan tantangan 
pelaksanaan TPB Tujuan 5 (SDGs Goal 5) sebagai 
bagian dari Bab 2 Dokumen Rencana Aksi Nasional 
SDGs 2021–2024.

n	Berdasarkan hasil studi dampak Program Penerima 
Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), 
SMERU memberikan masukan kepada Kementerian 
PPN/Bappenas mengenai upaya mengatasi masalah 
dalam implementasi Program JKN guna terus 
meningkatkan manfaatnya.
n	SMERU memberikan masukan dan pelatihan 
mengenai pemanfaatan metode estimasi wilayah kecil 
untuk melakukan estimasi status gizi kepada Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian 
Kesehatan.

n	SMERU memberikan masukan kepada Kementerian 
Komunikasi dan Informatika dan Kementerian PPN/
Bappenas mengenai kebijakan untuk mengakselerasi 
peningkatan keterampilan digital di Indonesia.

n	SMERU memberikan masukan terhadap tujuh 
catatan kebijakan yang disusun peneliti Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk pembuat kebijakan. 
n	SMERU bersama beberapa lembaga riset 
independen lain membangun kolaborasi dan 
komunikasi dengan BRIN untuk memberikan 
masukan terhadap rancangan peraturan turunan 
UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (sekarang UU No. 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) yang mencakup, 
antara lain, (i) rancangan peraturan pemerintah (RPP) 
tentang Penyelenggaraan Iptek dan (ii) Rancangan 
Peraturan BRIN tentang Klirens Etik Riset. 

n	SMERU memberikan masukan kepada Kementerian 
PPN/Bappenas mengenai upaya memperbaiki 
pelaksanaan program peningkatan kapasitas dan 
produktivitas UMKM.

n	Berdasarkan hasil studi SMERU yang dilakukan 
dengan dukungan UNICEF, SMERU memberikan 
masukan terkait peningkatan efektivitas PIP 
kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, 
Kemendikbudristek.
n	SMERU bersama lembaga lain yang tergabung 
dalam Local Education Working Group memberikan 
masukan terkait rancangan catatan isu (issue note) 
Education Working Group G20. 

KEMISKINAN

PEMBANGUNAN PERKOTAAN & PERDESAAN

PERLINDUNGAN SOSIAL

PEMBANGUNAN PEMUDA

GENDER

KESEHATAN

TRANSFORMASI DIGITAL

TATA KELOLA RISET 

UMKM

PENDIDIKAN

n	SMERU memberikan masukan mengenai Kebijakan  
Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan, khususnya 
terkait rancangan kurikulum PPG Prajabatan 2022, 
kepada Dirjen Keguruan dan Tenaga Kependidikan, 
Kemendikbudristek. 
n	SMERU memberikan masukan mengenai rencana 
program magang bagi aparatur sipil negara kepada 
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan 
Perencana, Kementerian PPN/Bappenas. 
n	Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan 
bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, SMERU 
memberikan masukan alternatif terkait perubahan 
mekanisme pendataan calon penerima KJP untuk 
meningkatkan ketepatan sasaran. 
n	SMERU memberikan masukan mengenai 
kebijakan mekanisme penerimaan murid baru kepada 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
n	Melalui Program RISE di Indonesia, SMERU 
bekerja sama dengan empat daerah dalam mengkaji 
permasalahan terkait peningkatan kualitas pendidikan 
dan memberikan masukan kebijakan terkait (i) 
pelibatan orang tua dalam peningkatan kualitas 
pendidikan di Kabupaten Kebumen, (ii) kebijakan 
zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dan 
dampak pembelajaran dari rumah selama pandemi di 
Kota Yogyakarta, (iii) perekrutan dan penilaian guru di 
Kota Bukittinggi, serta (iv) sistem pelatihan guru dalam 
jabatan di DKI Jakarta. 
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Keluarga besar The SMERU Research Institute
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Laporan Keuangan 2020 & 2021

YAYASAN SMERU
Laporan Arus Kas 

per 31 Desember 2021 dan 2020
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YAYASAN SMERU
Laporan Posisi Keuangan 
per 31 Desember 2021 dan 2020
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YAYASAN SMERU
Laporan Aktivitas & Perubahan Aset Bersih 

per 31 Desember 2021 dan 2020
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MOTIF BATIK GAJAH OLING

Gajah Oling adalah ragam hias atau motif khas 
Banyuwangi, Jawa Timur. Nama Gajah Oling 
merupakan gabungan dua kata, yaitu gajah dan 
oling. Kata gajah berasosiasi dengan sifat maha 
besar dan kata oling–yang berasal dari bahasa 
Using–berarti eling (ingat). Nama Gajah Oling 
secara tidak langsung merupakan sebuah ajakan 
agar manusia selalu ingat kepada Tuhan Yang 
Maha Besar dalam situasi apa pun. Gajah Oling, 
khususnya bagi kalangan pembatik, dipercaya 
sebagai motif batik paling tua di Banyuwangi. 
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